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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer 

pada Kinerja Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman”. 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dan Dana Transfer terhadap kinerja keuangan BKAD Kabupaten Sleman serta 

menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan merupakan data 

sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan atas Laporan 

Keuangan (CalK) Kabupaten Sleman periode 2020–2024. Analisis dilakukan 

menggunakan perhitungan rasio keuangan, meliputi rasio efektivitas, efisiensi, 

rasio kemandirian, ketergantungan daerah, dan rasio kinerja keuangan daerah. Data 

didukung dengan wawancara yang membahas kendala-kendala optimalisasi, 

peluang dan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan kinerja 

keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan Dana Transfer tidak 

berpengaruh signifikan. Peningkatan pendapatan melalui optimalisasi pajak dan 

retribusi daerah menjadi strategi utama dalam memperkuat kinerja keuangan. 

Pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien juga diperlukan agar Dana 

Transfer dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan 

daerah berkelanjutan. 

 

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, Kinerja Keuangan, retribusi 

pajak 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This research is titled "Analysis of Regional Original Revenue and Transfer 

Funds on the Financial Performance of the Sleman Regency Regional Financial 

and Asset Agency." The purpose of this study is to analyze the influence of Regional 

Original Revenue (PAD) and Transfer Funds on the financial performance of the 

Sleman Regency Regional Financial and Asset Agency (BKAD), using a descriptive 

quantitative method. The data used is secondary data in the form of the Budget 

Realization Report (LRA) and Notes to the Financial Statements (CALK) of Sleman 

Regency for the period 2020–2024. The analysis was conducted using financial 

ratio calculations, including effectiveness ratios, efficiency ratios, independence 

ratios, regional dependence ratios, and regional financial performance ratios. The 

data is supported by interviews discussing the constraints to optimization, 

opportunities, and strategies for increasing local revenue and financial 

performance. The research results show that local revenue has a positive and 

significant effect on local financial performance, while transfer funds do not have 

a significant effect. Increasing revenue thru optimizing local taxes and levies is a 

key strategy for strengthening financial performance. Transparent and efficient 

budget management is also needed so that Transfer Funds can be utilized optimally 

to support sustainable regional development. 

 

Keywords: Regional Original Revenue, Transfer Funds, Financial Performance, 

Tax Retribution 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah representasi dari situasi 

keuangan daerah selama suatu periode waktu tertentu yang mencakup informasi 

mengenai sumber-sumber pendapatan atau pengumpulan dana serta cara 

penyaluran atau pemanfaatan dana tersebut. Sumber-sumber dana pemerintah 

daerah meliputi pendapatan asli daerah, transfer dari pemerintah pusat yang terdiri 

dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, serta berasal dari sumber lainnya 

seperti hibah dan sumbangan. Semakin banyak dana yang berhasil dihimpun oleh 

pemerintah daerah, maka semakin besar dukungan yang dapat diberikan untuk 

proses pembangunan daerahnya. Sebaliknya jika pemerintah daerah kekurangan 

dana, maka hal ini akan menghambat kemajuan dan pengembangan masyarakat.  

Pembangunan daerah diatur oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 

yang menguraikan mengenai pengembangan daerah. Sesuai dengan undang-undang 

tersebut pembangunan daerah merupakan sebuah kegiatan terencana yang 

dijalankan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota melalui 

program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja daerah, memperkuat 

kapasitas layanan publik dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Peraturan 

tersebut juga mengatur pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan 

daerah. Beberapa tahun kemudian pemerintah daerah meratifikasi undang-undang 

terbaru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menjadi panduan bagi 

pemerintah. Undang-undang ini membahas tentang hubungan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah yang mengatur distribusi transfer dana antara pusat 

dan daerah yang mencakup dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta dana 

bagi hasil. 

Selain berasal dari kontribusi pendapatan asli daerah, pemerintah daerah 

juga mendapatkan sumber pendapatan lain yang meliputi dana perimbangan yang 

merupakan elemen krusial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Perimbangan adalah dana 

yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang didistribusikan 
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kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi 

fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan faktor penting dalam otonomi daerah di 

Indonesia. Pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah 

mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah untuk 

menciptakan distribusi keuangan yang adil, proporsional, merata dan berkelanjutan.  

Kebijakan pihak pemerintah pusat memberikan izin kepada daerah untuk 

mengatur sumber daya keuangannya secara mandiri. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran serta mempercepat pembangunan 

daerah. Melalui desentralisasi fiskal, diharapkan kesenjangan pembangunan antar 

daerah dapat berkurang dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan dapat meningkat. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan dalam 

penelitian sebelumnya yang menjelaskan fungsi desentralisasi fiskal dalam 

mengurangi ketimpangan pendapatan di daerah melalui pertumbuhan ekonomi 

(Halawa dkk., 2025). 

Indonesia menerapkan desentralisasi fiskal secara resmi dimulai dengan 

diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan 

Daerah. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada daerah, termasuk 

dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi. Meskipun telah ada usaha untuk 

meningkatkan pelaksanaan desentralisasi, tantangan utama yang dihadapi adalah 

tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. 

Efektivitas desentralisasi fiskal sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah 

daerah dalam memanfaatkan sumber daya keuangan yang tersedia. Penelitian 

menunjukkan bahwa daerah yang berhasil memaksimalkan potensi desentralisasi 

fiskal cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan 

kesenjangan pendapatan yang lebih rendah. Di sisi lain, daerah yang masih 

bergantung pada dana dari pusat sering kali mengalami kesulitan untuk mencapai 

target pembangunan. Desentralisasi fiskal yang dikelola dengan baik dapat memacu 

pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan membantu mengurangi 

ketimpangan pendapatan. Untuk itu, pengelolaan sumber daya keuangan oleh 

pemerintah daerah yang optimal menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai 

pemerataan hasil pembangunan (Halawa dkk., 2025).  
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Penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah dapat ditentukan melalui 

keberhasilan dalam bidang keuangan yang sudah dilaksanakan. Salah satu metode 

untuk menilai kinerja keuangan suatu wilayah adalah dengan melakukan analisis 

rasio keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah disetujui 

serta direalisasikan, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan 

keuangan daerah. Analisis rasio dari realisasi APBD juga berfungsi sebagai alat 

untuk mengevaluasi efektivitas otonomi yang memberikan kebebasan kepada 

pemerintah daerah. Mengukur kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat 

dijadikan dasar evaluasi dan memperbaiki kinerja dengan melakukan perbandingan 

antara rencana kerja dan pelaksanaannya. Selain itu, hal ini juga bisa menjadi 

ukuran untuk peningkatan kinerja, khususnya di sektor keuangan pemerintah 

daerah untuk periode mendatang. Pengukuran kinerja sektor publik sangat penting 

karena bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menilai pencapaian 

dari suatu strategi melalui indikator finansial.  

Menurut (Bahasoan dkk., 2024) menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun hanya pada daerah-daerah tertentu 

saja. Dalam pertumbuhan ekonomi daerah, otonomi daerah telah menjadi topik 

yang hangat dan menarik perhatian para ahli. Banyak penelitian telah dilakukan 

untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan otonomi daerah dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

otonomi daerah dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

daerah, namun ada juga yang menyebutkan bahwa otonomi daerah tidak memiliki 

dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Melihat perbedaan 

hasil penelitian yang ada, penting untuk melakukan tinjauan literatur terhadap 

penelitian-penelitian terbaru tentang dampak otonomi daerah pada pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. Penelitian ini melakukan tinjauan literatur terhadap 

penelitian-penelitian terbaru tentang dampak otonomi daerah pada pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia, serta memaparkan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan 

yang relevan. 

Kabupaten Sleman adalah salah satu wilayah yang terdapat di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penggunaan dana untuk pengembangan 

kawasan. Pemerintah daerah provinsi diharapkan mampu menjalankan pengelolaan 
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pemerintahan dan menekankan aspek keadilan, efisiensi, serta kinerja daerah 

dengan tujuan menciptakan pembagian keuangan yang adil, seimbang dan 

berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Otonomi 

daerah tidak hanya berarti penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah tetapi juga bertujuan untuk menilai kemandirian daerah dalam 

hal perencanaan hingga pelaksanaan pengembangan provinsi sesuai dengan 

prinsip-prinsip otonomi daerah. Terkait dengan hal tersebut, partisipasi masyarakat 

sangat penting untuk merubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan wilayah. 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berfungsi sebagai panduan pembangunan 

menuju kemandirian daerah, dimana masalah pendanaan menjadi faktor yang 

krusial. Pemerintah pusat dan daerah terlebih dahulu menentukan besaran distribusi 

keuangan terutama melalui pengalokasian dana transfer untuk tingkatan lokal. 

otoritas setempat juga melaksanakan kewenangannya dengan memungut pajak 

sebagai bagian dari pendapatan asli daerah. 

Upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta 

memperkuat kemandirian regional, pemerintah memberikan kewenangan kepada 

daerah melalui ekspansi objek pajak dan retribusi serta pemberian kekuasaan dalam 

menentukan tarif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menggantikan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000. Namun pada tahun 2022, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut 

dibatalkan dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

Pergantian kebijakan ini mencerminkan transformasi paradigma dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dengan 

pelaksanaan otonomi daerah yang jelas, luas dan bertanggung jawab. Fokus dari 

penelitian yang dilakukan dalam studi ini akan menilai aspek pengeluaran daerah 

termasuk belanja modal yang kemudian dikaitkan dengan pendapatan asli daerah 

serta dana perimbangan dari perspektif pendapatan yang diduga berpengaruh 

terhadap belanja modal.  
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Gambar 1. 1 Grafik Pendapatan Asli Daerah 

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman 

Berdasarkan data yang tersaji pada gambar 1.1 dapat diperhatikan bahwa  

realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman tahun 2020 sampai 2024 

mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan 

signifikan dan pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami lonjakan yang drastis. 

Kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan kembali yang cukup stabil sampai 

tahun 2024. pendapatan tahun 2024 menunjukan kenaikan yang lebih stabil, 

meskipun belum mencapai puncak tertinggi seperti tahun 2021. 

 

Gambar 1. 2 Dana Transfer 

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman 

Berdasarkan data yang tersaji pada gambar 1.2 dapat diperhatikan dana 

tranfer tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukan tren yang relatif stabil dengan 

fluktuasi yang tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang 
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cukup signifikan sampai pada tahun 2021 dan masih stabil sampai pada tahun 2022. 

Setelah mengalami puncak kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022, tren 

mengalami penurunan pada tahun 2022 ke tahun 2023. Kemudian di tahun 2023 

sampai tahun 2024 tren mengalami kenaikan yang drastis dan melebihi kenaikan 

pada tahun sebelumnya. 

Pemerintah daerah pada saat masa otonomi daerah diharapkan mampu 

meningkatkan kemandirian finansial dengan memaksimalkan pendapatan. 

Pendapatan asli daerah menjadi salah satu tolok ukur penting untuk menilai 

kapasitas daerah dalam mendanai pembangunan dan mengelola pemerintahan 

secara mandiri. Maka dari itu, peningkatan pendapatan asli daerah perlu disertai 

dengan pengelolaan yang jelas, bertanggung jawab dan efektif agar dapat 

memberikan kontribusi yang berarti terhadap kinerja keuangan daerah. Alokasi 

dana pemerintah pusat seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus juga 

memiliki peran signifikan dalam menyediakan pembiayaan untuk program-

program lokal. Alokasi dana ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan fiskal 

di antara wilayah dan meningkatkan mutu pelayanan publik. Pengelolaan dana 

transfer yang terarah dan efisien akan mendukung daerah dalam memaksimalkan 

potensi yang tersedia. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer pada Kinerja 

Keuangan Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sleman”. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa analisis kinerja yang bermanfaat 

bagi pengembangan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. 

1.2 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja 

keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. 

2. Mengetahui kendala dan peluang dalam optimalisasi PAD dan pengelolaan 

dana transfer di Kabupaten Sleman. 

3. Mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan PAD dan dana transfer 

dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dalam upaya 

meningkatkan kinerja keuangan melalui pengelolaan pendapatan asli 

daerah dan dana transfer yang lebih efektif dan efisien. 

2. Manfaat bagi penelitian selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

pembaca serta menjadi sumber referensi untuk penelitian yang akan datang 

dan menambah diskusi dalam dunia ilmu pengetahuan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah  

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu bagian penting dalam sistem 

keuangan lokal yang mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk mendanai 

berbagai kebutuhan pembangunan secara mandiri (Shafwah dkk., 2024). 

Pendapatan Asli Daerah dianggap sangat berpotensi untuk meningkatkan 

kemandirian finansial daerah di Indonesia dengan memaksimalkan semua potensi 

yang ada di setiap daerah. jika pendapatan asli daerah rendah, maka perlu ada usaha 

untuk meningkatkan jumlah penerimaan. Salah satu cara yang bisa dilakukan 

adalah dengan memperbaiki proses pemungutan pajak daerah yang merupakan 

salah satu sumber PAD yang paling signifikan. Pendapatan asli daerah nantinya 

dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah dan meningkatkan 

layanan publik demi mencapai kesejahteraan masyarakat. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini, pendapatan asli daerah 

diatur sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Tujuan utama pengaturan tersebut adalah untuk meningkatkan kemandirian fiskal 

daerah agar tidak selalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. 

UU Nomor 1 Tahun 2022 juga menekankan pentingnya optimalisasi PAD 

melalui penguatan kapasitas fiskal daerah dan reformasi sistem pajak daerah dan 

retribusi. Hal ini tercermin dalam penghapusan dan penyederhanaan beberapa jenis 

retribusi serta penguatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerah 

berbasis elektronik. Melalui kerangka ini, daerah diharapkan mampu menggali 

potensi PAD secara lebih maksimal tanpa membebani masyarakat secara 

berlebihan. Undang-undang ini juga mendorong akuntabilitas dan transparansi 

dalam pengelolaan PAD, yang menjadi indikator penting dalam menilai kinerja 

keuangan daerah. Dengan demikian, penerapan UU HKPD ini diharapkan dapat 
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menciptakan sistem keuangan daerah yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan 

dalam mendukung pembangunan daerah.            

2.1.2 Dana Transfer 

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, dana transfer ialah dana yang ditransfer 

ke daerah dan berasal dari APBN yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana 

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana ini bertujuan untuk 

mendanai kebutuhan dan membentuk keseimbangan finansial di antara pemerintah 

daerah dan pusat. Oleh sebab itu, pemerintah pusat mengalokasikan dana kepada 

pemerintah daerah untuk menekan ketimpangan dalam kebutuhan finansial di setiap 

daerah. Meningkatkanya alokasi belanja modal dapat ditentukan oleh besarnya 

pendapatan asli daerah serta dana transfer dari pusat, sehingga suatu daerah yang 

bisa meningkatkan pemasukan daerah dari berbagai sumber yang sah akan 

berdampak pula pada alokasi belanja modal yang semakin tinggi (Anthony & 

Rohman, 2024). 

Keberhasilan lahirnya UU No. 1 Tahun 2022 terasa belum lengkap karena 

belum menyentuh beberapa sisi kelemahan daerah dalam pengelolaan rekening kas 

yang berfungsi untuk menampung dana transfer dari pemerintah pusat. Adanya 

pengendapan dana transfer di rekening kas daerah (dana yang belum digunakan) 

sebenarnya sudah terjadi sejak awal penerapan dana transfer hingga saat ini. 

2.1.3 Kinerja Keuangan Daerah 

Kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan daerah untuk 

memanfaatkan dan mengelola sumber keuangan daerah dalam memenuhi 

kebutuhan daerahnya dalam upaya mendukung sistem pemerintahan, pelayanan 

masyarakat dan pembangunan daerah tanpa harus bergantung pada pemerintah 

pusat. Salah satu ukuran kinerja keuangan pemerintah daerah melalui kemandirian 

keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, 

dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban kepada 

masyarakat Kemandirian keuangan daerah menunjukkan pemerintah dapat 

melakukan pengelolaan keuangan mulai dari pembiayaan, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban keuangan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. 
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Menurut (Preselia dkk., 2023) Kinerja keuangan merupakan prestasi yang 

di hasilkan atau yang di capai oleh suatu perusahaan di bidang keuangan dalam 

suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan pada 

bidang tersebut. Kinerja keuangan menjadi acuan bagi manajemen perusahaan 

dalam mengambil keputusan. Tingkat kinerja yang dicapai tergantung pada kinerja 

manajemen perusahaan baik secara individu maupun kolektif di perusahaan. 

Pengukuran kinerja keuangan merupakan salah satu cara untuk melihat semua 

aktivitas keuangan perusahaan, apakah sudah mencapai target yang telah ditentukan 

perusahaan atau malah sebaliknya pada periode tertentu. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memiliki peran penting dalam 

mengatur dan mendorong peningkatan kinerja keuangan daerah. Undang-undang 

ini bertujuan untuk menciptakan hubungan keuangan yang adil, efisien, transparan, 

dan akuntabel antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus memperkuat 

desentralisasi fiskal. Kinerja keuangan daerah mencerminkan kemampuan suatu 

daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja, termasuk efektivitas, efisiensi, 

dan kemandirian fiskalnya. UU No. 1 Tahun 2022 mendorong daerah untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah.  

2.1.4 Teori Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah sebuah konsep yang mengacu pada tanggung jawab 

seseorang untuk mengelola tindakan atau keputusan yang diambil. Dalam hal ini, 

akuntabilitas berarti memberikan penjelasan kepada pihak yang memiliki tanggung 

jawab. Untuk mencapai akuntabilitas, diperlukan transparansi, kejujuran, dan 

integritas saat melaksanakan tugas, sehingga hasil yang diperoleh dapat dinilai dan 

dianalisis. Tanggung jawab ini telah menjadi kewajiban pemerintah untuk 

menunjukkan hasil pengelolaan dana dan melaporkan keberhasilan pengelolaan 

dana yang sesuai dengan tujuannya. Akuntabilitas yang baik membuat pemerintah 

daerah lebih terbuka. Seseorang yang bertanggung jawab atas semua tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan berdasarkan kepercayaan dari pihak yang memberi tugas, 

serta memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. Penerapan akuntabilitas 

dapat membantu manajemen keuangan dalam mencapai tujuan yang tercermin 

dalam laporan yang memberikan informasi yang jelas dan terbuka (Zubaidah, 2023) 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum yang 

menekankan pentingnya penguatan tata kelola keuangan daerah, termasuk prinsip 

akuntabilitas. UU ini mengatur secara jelas bahwa pemerintah daerah wajib 

mengelola keuangan secara efisien, transparan, dan akuntabel dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah yang 

berkelanjutan. Dalam Pasal 2 UU tersebut, disebutkan bahwa hubungan keuangan 

antara pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, 

transparansi, dan akuntabilitas. 

2.1.5 Teori Good Governance 

Good Governace adalah sebuah ide yang menekankan pentingnya 

keterbukaan, tanggung jawab, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum dalam 

mengatur pemerintahan. Implementasi tata kelola yang baik diyakini dapat 

menghasilkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif terhadap 

permintaan rakyat. Situasi birokrasi yang merupakan garda terdepan dalam 

pelayanan publik perlu melakukan perubahan nilai dan struktur agar sesuai dengan 

semangat tata kelola yang baik. Oleh karena itu, hubungan antara penerapan prinsip 

tata kelola yang baik dan pencegahan masalah dalam birokrasi menjadi topik 

penting yang perlu dieksplorasi lebih lanjut (Mozin dkk., 2025) 

UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN adalah regulasi terbaru dan paling 

relevan dengan prinsip Good Governance, karena mencakup reformasi birokrasi, 

transparansi, akuntabilitas, dan integritas aparatur negara. Undang-undang ini 

menjadi dasar dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif, 

sebagaimana ditekankan oleh konsep good governance. 

2.1.6 Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi per orang dalam jangka 

waktu panjang. Dengan kata lain, selama jangka waktu yang lama, kesejahteraan 

masyarakat terlihat dari bertambahnya produksi per orang dan menciptakan lebih 

banyak pilihan dalam konsumsi barang dan jasa, serta disertai dengan peningkatan 

kemampuan membeli oleh masyarakat (Yuniarti dkk., 2020). Saat pertumbuhan 

ekonomi menurun, pendapatan di daerah juga menurun, tingkat pengangguran 

meningkat, dan kemampuan beli masyarakat berkurang. Pertumbuhan ekonomi 
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menunjukkan kondisi ekonomi di suatu daerah atau negara. Keadaan ekonomi ini 

berdampak pada perkembangan dan gerakan industri di daerah atau negara tersebut. 

Semakin tinggi perkembangan ekonomi suatu daerah atau negara, semakin banyak 

pula lapangan pekerjaan yang tersedia untuk masyarakat setempat. Pembangunan 

ekonomi di suatu daerah atau negara dinilai berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi 

(Wahab, 2022). 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 menetapkan bahwa setiap daerah harus 

mengalokasikan setidaknya 40% dari total APBD untuk belanja infrastruktur 

pelayanan publik (di luar dana bagi hasil dan transfer ke daerah atau desa). 

Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pengeluaran daerah 

yang difokuskan pada infrastruktur sebagai sarana untuk merangsang pertumbuhan 

ekonomi.  

2.1.7 Teori Efektivitas 

Pendapatan yang dihasilkan dari manajemen aset yang terpisah, biaya 

daerah, penerimaan pajak, pengelolaan aset daerah, dan sumber pendapatan asli 

daerah lainnya yang diakui merupakan cara pendanaan yang berasal dari wilayah 

tersebut, sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. Pendapatan asli daerah sangat 

bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelolanya untuk mencapai 

tujuan berdasarkan potensi nyata dari daerah tersebut. Pemerintah daerah 

menggunakan PAD yang didapat untuk mendukung pembiayaan pembangunan 

daerah dan mengurangi ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat. 

Kemampuan untuk mengenali dan memahami potensi sumber daya yang ada di 

daerah adalah suatu keharusan untuk pemerintah daerah. Keberhasilan dalam 

mengelola PAD akan lebih baik jika pemerintah daerah mampu mengelola potensi 

tersebut dengan baik. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dan efektif memberikan 

sinyal positif kepada masyarakat, sehingga ada hubungan antara efektivitas 

pendapatan asli daerah. Karena masyarakat dapat melihat bahwa Pendapatan Asli 

Daerah dikelola dengan baik, maka sinyal positif tersebut menunjukkan ada tingkat 

kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan daerah cenderung rendah 

disebabkan oleh pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tidak efisien, yang 
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mengakibatkan penurunan pendapatan asli daerah dan menimbulkan sinyal negatif. 

(Khoiriyyah & Alliyah, 2025) 

2.1.8 Teori Efisiensi 

(Syafiih dkk., 2024) efisiensi sangat berkaitan dengan ide produksi. 

Efisiensi dapat dianalisis dengan membandingkan hasil atau produksi yang 

diperoleh dengan sumber daya atau input yang dipakai. Sedangkan menurut 

(Saknosiwi dkk., 2021) Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya 

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan daerah dengan realisasi 

pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan 

pendapatan dikategorikan efisien apabila angka yang dicapai kurang dari 100%. 

Semakin kecil tingkat efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. 

Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya 

yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh penerimaan yang diterima. 

Efisiensi Pendapatan Asli Daerah adalah syarat kedua. Berdasarkan UU 

Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi dasar 

keuangan yang berperan sebagai modal untuk industri dan pertumbuhan daerah, 

sehingga mengurangi ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat. Kinerja 

suatu daerah dapat diukur lewat peningkatan pendapatan asli daerah dan menjaga 

dinamika ekonomi. Pendapatan asli yang dikumpulkan dengan tepat dan 

terorganisir menunjukkan bahwa daerah tersebut bisa memanfaatkan sumber daya 

yang ada dengan baik sehingga bisa menghasilkan pendapatan asli daerah. Menurut 

(Khoiriyyah & Alliyah, 2025), efisiensi pendapatan asli daerah tidak berpengaruh 

besar terhadap kesuksesan finansial daerah. 

2.1.9 Teori Pengendalian Internal 

Pengendalian internal merupakan serangkaian aktivitas yang dilaksanakan 

secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh aparatur instansi pemerintah. 

Tujuannya adalah membangun keyakinan bahwa organisasi mampu mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan yang 

efektif dan efisien, penyusunan laporan keuangan yang andal, perlindungan 

terhadap aset milik negara, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem 

pengendalian internal yang menyeluruh wajib diterapkan pada seluruh lembaga 

pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sistem ini tidak hanya berperan 

dalam pengawasan internal, tetapi juga sebagai alat bantu dalam mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik. Penerapan sistem ini di lingkungan pemerintah 

daerah sangat penting agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai arah 

yang diharapkan. 

Pengendalian internal adalah komponen perencanaan organisasi yang 

bertujuan untuk menjaga aset, mendorong karyawan untuk mematuhi aturan 

perusahaan, meningkatkan efisiensi operasi, dan memastikan pencatatan akuntansi 

yang akurat dan dapat diandalkan (Saputra & Sigalingging, 2024). Dengan adanya 

sistem ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan 

dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan kata lain, 

pengendalian internal menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan 

integritas dan kinerja keuangan sektor publik. 

2.1.10 Teori Kemandirian Daerah 

Rasio kemandirian daerah menunjukkan seberapa besar daerah 

mengandalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Salah satu ukuran 

penting untuk menilai kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan 

keuangannya sendiri adalah rasio kemandirian. Kepatuhan masyarakat dalam 

membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah menjadi 

indikator utama keterlibatan mereka dalam pembangunan. Daerah yang memiliki 

rasio kemandirian yang tinggi akan lebih sedikit bergantung pada transfer dana dari 

pemerintah pusat. Semakin tinggi ketergantungan daerah terhadap dana dari 

pemerintah pusat, semakin rendah rasio kemandiriannya. Teori sinyal menjelaskan 

bagaimana pemerintah berusaha membangun kepercayaan masyarakat dengan 

meningkatkan pendapatan dan mendorong warga untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan dengan cara membayar pajak dan retribusi secara disiplin. 

Masyarakat akan lebih percaya pada tanggung jawab fiskal pemerintah daerah jika 

pendapatan daerah meningkat dan ketergantungan pada dana eksternal berkurang. 

Namun, kepercayaan masyarakat terhadap tanggung jawab fiskal pemerintah 
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daerah akan menurun jika pendapatan daerah menurun dan ketergantungan pada 

dana dari pemerintah pusat meningkat. 

Rasio kemandirian wilayah merupakan indikator yang digunakan untuk 

menilai sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kebutuhan pemerintahan dan 

pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Rasio 

ini dihitung berdasarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dengan total penerimaan daerah, termasuk dana transfer dari pusat. Ketika suatu 

daerah memiliki rasio kemandirian yang tinggi, hal ini menunjukkan bahwa daerah 

tersebut memiliki kapasitas fiskal yang kuat serta pengelolaan keuangan yang baik. 

Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan ketergantungan yang besar terhadap 

dana dari pusat, yang dapat mengindikasikan lemahnya potensi dan pengelolaan 

sumber daya lokal. Oleh karena itu, rasio kemandirian wilayah sangat penting 

dalam menggambarkan seberapa mandiri dan otonom suatu daerah dalam konteks 

keuangan. 

Dalam praktiknya, rasio kemandirian daerah menjadi alat evaluatif utama 

dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja ini mencerminkan 

efektivitas pemerintah dalam mengelola sumber daya lokal demi memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Menurut (Khoiriyyah & Alliyah, 2025), laporan keuangan 

daerah selama ini digunakan untuk menilai seberapa baik kondisi keuangan daerah 

serta kemampuan daerah dalam mengelola anggaran. Oleh karena itu, pemantauan 

terhadap rasio ini tidak hanya penting bagi pemerintah daerah itu sendiri, tetapi juga 

bagi pemerintah pusat dan masyarakat untuk memastikan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Rasio ini pun menjadi dasar 

untuk mengevaluasi kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah 

secara optimal. 

2.1.11 Rasio Keuangan 

Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk menganalisis hubungan 

yang dinyatakan dengan angka antara berbagai item dalam laporan keuangan 

selama periode tertentu (Hayuningtiya & Muhajir, 2023). Tujuan dari analisis 

keuangan adalah untuk menilai hasil yang dicapai oleh perusahaan dalam waktu 

tertentu, baik dalam hal aset, kewajiban, maupun modal yang ada. Selain itu, 

analisis keuangan juga bertujuan untuk mengidentifikasi aspek yang perlu 
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diperbaiki, menemukan kekuatan perusahaan, yang digunakan untuk menilai 

kinerja, dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya (Rika 

Wulandari dkk., 2023).  Manajemen menggunakan analisis rasio keuangan sebagai 

pedoman untuk perkembangan organisasi, yang memungkinkan mereka untuk 

mengevaluasi seberapa baik kondisi keuangan perusahaan. Beberapa rasio yang 

terdapat dalam fokus akuntansi sektor publik meliputi rasio kemandirian keuangan 

daerah, tingkat desentralisasi, efisiensi dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), serta ketergantungan finansial daerah. 

Hubungan rasio keuangan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 terletak pada 

fungsi rasio sebagai alat evaluasi dan dasar pengambilan keputusan keuangan. 

Sebagai contoh, dalam penentuan dana insentif fiskal, pemerintah pusat 

memperhitungkan kinerja keuangan daerah yang tercermin dari rasio efektivitas 

PAD, rasio belanja modal, hingga rasio ketergantungan fiskal. Semakin baik rasio 

yang dimiliki suatu daerah, maka semakin besar pula peluang mendapatkan insentif 

dari pusat. Selain itu, UU ini mendorong penggunaan rasio kemandirian sebagai 

tolok ukur sejauh mana daerah mampu membiayai dirinya tanpa tergantung pada 

dana transfer. 

2.1.12 Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan 

salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal di 

Indonesia. Menurut (Dina Cantika & Muhammad Rivandi, 2023), dana ini 

dialokasikan untuk membiayai kebutuhan serta pengeluaran daerah yang berkaitan 

dengan desentralisasi, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pelayanan 

publik, pendidikan, taraf hidup masyarakat, dan kesejahteraan secara umum. 

Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yang 

menegaskan bahwa DAU merupakan bagian dari transfer umum yang bertujuan 

untuk mengurangi ketimpangan horizontal antar daerah, serta memberikan ruang 

fiskal yang memadai bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangannya. 

Pasal 16 UU HKPD, dijelaskan bahwa dana alokasi umum dialokasikan 

dengan memperhatikan kemampuan fiskal dan kebutuhan fiskal masing-masing 
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daerah, guna menjamin tercapainya prinsip keadilan dan pemerataan. Ini 

mendukung pandangan bahwa DAU bukan hanya sekadar dana bantuan, melainkan 

instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas daerah dalam memberikan 

pelayanan publik secara efektif dan efisien, sebagaimana disebutkan oleh (Oppier 

dkk., 2023). Dengan demikian, keberadaan DAU dalam kerangka UU HKPD 

menjadi fondasi penting bagi pencapaian tujuan desentralisasi dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. 

Dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat berupa dana yang 

dialokasikan untuk membiayai kebutuhan serta pengeluaran daerah yang berkaitan 

dengan desentralisasi. Transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh 

pemerintah pusat, yang diharapkan dapat menggunakan dana ini untuk pelayanan 

yang lebih baik pada masyarakat dan dengan demikian meningkatkan kualitas 

pendidikan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan menciptakan kehidupan 

yang lebih baik (Oppier dkk., 2023). 

2.1.13 Dana Alokasi Khusus 

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2021, dijelaskan bahwa DAK adalah dana 

yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 

diberikan kepada daerah untuk mendukung pembiayaan kegiatan khusus yang 

merupakan tanggung jawab daerah dan selaras dengan prioritas nasional. DAK ini 

terdiri dari DAK fisik, DAK nonfisik, dan Hibah untuk Daerah. DAK fisik adalah 

dana yang diberikan untuk mendukung kegiatan fisik khusus yang berkaitan dengan 

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK nonfisik adalah dana yang 

berasal dari APBN dan diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu 

pembiayaan kegiatan nonfisik yang menjadi tanggung jawab daerah (Pambudi, 

2021) 
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2.1.14 Dana Bagi Hasil 

Dana Bagi Hasil adalah jenis pajak dan sumber daya alam yang mencakup 

beberapa pajak seperti pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan, serta pajak penghasilan, yang semuanya adalah tanggung jawab pajak 

individu di dalam negeri dan PPh 21. Wilayah yang memperoleh dana bagi hasil 

yang besar biasanya kurang aktif dalam mengelola pendapatan mereka sendiri, 

sehingga mengurangi semangat daerah untuk meningkatkan pendapatan asli 

daerah. Oleh karena itu, meskipun dana bagi hasil memberikan manfaat bagi 

keuangan daerah, daerah yang sangat tergantung pada Dana Bagi Hasil cenderung 

memiliki tingkat kemandirian yang rendah. (Pramesti & Mildawati, 2025) 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Bagi Hasil 

diatur sebagai salah satu instrumen untuk mendorong keadilan fiskal dan 

pemerataan antar daerah. UU tersebut menegaskan bahwa DBH ditujukan untuk 

mengurangi ketimpangan fiskal dengan mendistribusikan sebagian pendapatan 

nasional kepada daerah berdasarkan originasi dan formula tertentu. Dengan 

demikian, semakin besar potensi ekonomi daerah, maka semakin besar pula DBH 

yang diterima, namun hal ini tidak mencerminkan tingkat kemandirian daerah 

karena DBH bukan termasuk dalam PAD. Oleh karena itu, meskipun DBH 

berkontribusi terhadap pendapatan daerah, kemandirian fiskal daerah tetap 

bergantung pada kemampuan meningkatkan pendapatan asli daerah secara 

berkelanjutan. 

2.1.15 Desentralisasi 

Desentralisasi dan pengembangan otonomi daerah merupakan peluang 

yang bagus bagi penyelenggara pemerintahan di wilayah untuk menunjukkan 

kinerja dalam memberi layanan kepada masyarakat. Selain itu, ini juga merupakan 

tantangan bagi daerah agar dapat memperbaiki diri dalam proses pelaksanaannya. 

Dengan adanya desentralisasi dan pengembangan otonomi diharapkan akan 

terbentuk pemerintahan daerah yang lebih fokus pada pelayanan masyarakat, 

efisien, demokratis, aspiratif, responsif, terbuka, dan bertanggung jawab. 

Tujuan dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan kualitas 

layanan kepada masyarakat serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam 



19 
 

pengawasan pemerintah. Desentralisasi dan otonomi daerah dapat dianggap 

berhasil jika layanan pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih baik dan 

masyarakat semakin aktif dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Pemberian 

wewenang yang terdesentralisasi akan berakhir dengan semakin aktifnya 

partisipasi masyarakat dan perubahan peran pemerintah dari penyedia 

layanan menjadi fasilitator.(Guntoro, 2021) 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu Mengenai Analisis PAD dan Dana Transfer 

No Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian Sumber/Ju

rnal 

1 Pzoutri & 

Ratnawati, 

(2023) 

Pengaruh 

PAD, Dana 

Perimbangan

, dan SILPA 

terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

Dana 

Perimbangan, 

Pendapatan Asli 

Daerah 

PAD berpengaruh 

positif dan dana 

perimbangan 

berpengaruh negatif 

terhadap kinerja 

keuangan 

pemerintah. 

Jurnal 

Ekonomi & 

Ekonomi 

Syariah Vol 

6 No 2, Juni 

2023 

2 Laodini 

dkk., 

(2023) 

Analisis 

Pengaruh 

Pendapatan 

Asli Daerah, 

Dana 

Transfer dan 

Belanja 

Modal 

Terhadap 

Pertumbuha

n Ekonomi 

di Sulawesi 

Utara 

Periode 

2010-2021 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Pendapatan Asli 

Daerah, Dana 

Transfer dan 

Belanja Modal 

PAD berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan secara 

parsial terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi , Dana 

Transfer berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan secara 

parsial, belanja 

modal berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 

Jurnal 

Berkala 

Ilmiah 

Efisiensi Vol 

23 No.6 Juli 

2023 

3 Berizky & 

Kurniawan

,(2024) 

Analisis 

Kinerja 

Keuangan 

Pemerintaha

n Provinsi 

Kinerja 

Keuangan 

Pemerintahan, 

Analisis Kinerja 

Keuangan, 

Tingkat Kemandirian 

Provinsi Jawa 

Tengah sangat tinggi 

dengan nilai rata-rata 

Jurnal 

Ilmiah MEA 

(Manajemen

,Ekonomi,da

n Akuntansi) 
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Jawa Tengah 

Tahun 

Anggaran 

2019-2022 

Analisis Rasio 

Keuangan 

Vol 8 No.1, 

2024 

4 Dina 

Cantika & 

Muhamma

d Rivandi, 

(2023) 

 

 

Belanja 

Daerah 

Dilihat dari 

Aspek Dana 

Alokasi 

Umum, 

Dana 

Alokasi 

Khusus Dan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Dana Alokasi 

Khusus, Dana 

Alokasi Umum, 

Belanja Daerah, 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Dana Alokasi Umum, 

Dana Alokasi 

Khusus, dan 

Pendapatan Asli 

Daerah Berpengaruh 

Secara Signifikan 

terhadap Belanja 

Daerah 

Jurnal 

Manajemen, 

Bisnis dan 

Akuntansi  

Vol.2, No.2 

Mei 2023 

      

5. Pramesti & 

Mildawati, 

(2025) 

Pengaruh 

pendapatan 

asli daerah, 

dana bagi 

hasil, dan 

dana alokasi 

umum 

terhadap 

kemandirian 

keuangan 

daerah (studi 

kasus pada 

kabupaten/ 

kota di 

provinsi 

jawa timur) 

Pendapatan asli 

daerah, dana 

bagi hasil, dana 

alokasi umum, 

kemandirian 

keuangan daerah 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

berpengaruh positif, 

sedangkan Dana Bagi 

Hasil (DBH) dan 

Dana Alokasi Umum 

(DAU) berpengaruh 

negatif terhadap 

kemandirian 

keuangan 

Jurnal ilmu 

dan riset 

akuntansi 

vol 14 no 3 

maret 2025 

6. Khoiriyyah 

& Alliyah, 

(2025) 

Pengaruh 

rasio 

kemandirian 

daerah, 

efektivitas 

pendapatan 

asli daerah 

dan ukuran 

pemerintah 

daerah 

terhadap 

kinerja 

keuangan 

daerah 

provinsi 

Kinerja keungan 

daerah, rasio 

kemandirian 

daerah, 

efktivitas 

pendapatan asli 

daerah, ukuran 

pemerintah 

daerah 

Rasio kemandirian 

daerah, efektivitas 

PAD, dan ukuran 

pemerintah daerah 

memiliki pengaruh 

negatif atau 

hubungan lemah 

serta tidak signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan daerah 

Jurnal media 

wahana 

ekonomi, 

Vol. 22, juli 

2025 
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jawa tengah 

tahun 2020-

2022 

      

 

2.3 Kerangka Penelitian 

Kinerja Keuangan BKAD (Efektivitas, Efisiensi, 
Kemandirian Fiskal

Pendapatan Asli Daerah Dana Transfer (DAU,DAK,DBH)
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BAB III 

METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI 

3.1 Metode Penelitian 

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh 

sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di 

dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan 

fenomena yang ada (Ichsani & Situmorang, 2022). Penelitian ini menerapkan 

metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kuantitatif digunakan 

karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis hubungan 

antara variabel Pendapatan Asli Daerah, dana transfer, serta kinerja keuangan 

Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sleman dengan cara yang objektif 

melalui data yang berbentuk angka. Pendekatan deskriptif digunakan untuk 

memberikan penjelasan secara teratur, nyata, dan tepat mengenai fakta-fakta yang 

terdapat di lapangan. Penelitian deskriptif ini juga mendukung peneliti dalam 

menjelaskan fenomena yang sedang diteliti secara rinci tanpa melakukan 

pengubahan pada variabel yang dianalisis. Dengan demikian, hasil dari penelitian 

ini diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas tentang keadaan kinerja 

keuangan daerah berdasarkan data yang telah dikumpulkan.  

Prosedur penelitian ini diawali dengan tahap persiapan yang meliputi 

penyusunan proposal, pengumpulan literatur, serta perizinan ke instansi terkait. 

Selanjutnya, tahap pelaksanaan dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang 

diperlukan sesuai dengan variabel penelitian. Setelah data diperoleh, tahap 

berikutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan software statistik yang 

relevan agar hasil analisis lebih akurat. Hasil analisis data kemudian 

diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Peneliti berharap 

hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi Badan 

Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan pengelolaan PAD 

dan dana transfer secara lebih efektif dan efisien. 

3.2 Sumber Data 

Sumber informasi dibagi berumber dari data sekunder. Pengamatan juga 

merupakan cara yang baik, di mana peneliti melihat langsung aktivitas atau 

peristiwa tertentu yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Data sekunder bisa 
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didapatkan dari berbagai sumber, seperti dokumen, publikasi resmi dan website 

instansiSelain itu, peneliti juga bisa merujuk pada buku, jurnal, dan internet untuk 

mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan (Arvyanda dkk., 2023). Sementara 

itu, data sekunder yang digunakan untuk analisis ini berasal dari laporan realisasi 

anggaran (LRA) dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) BKAD Sleman dari 

tahun 2020 hingga 2024. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang digunakan penulis untuk penyusunan Tugas akhir 

antara lain dengan cara: 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui 

pengumpulan dan kajian terhadap dokumen tertulis, gambar, atau rekaman yang 

sudah tersedia. Data berupa laporan realisasi anggaran.  dokumentasi merupakan 

sumber data sekunder yang penting dalam penelitian karena dapat memberikan 

gambaran utuh dan mendalam tentang objek yang diteliti melalui laporan keuangan 

yang telah dibuat oleh instansi.(Arvyanda dkk., 2023). 

2. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui 

berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan 

dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan studi pustaka 

adalah untuk memperkuat kerangka teori, menghindari duplikasi penelitian, serta 

menemukan celah penelitian yang belum banyak dibahas (Fadli, 2021). 

3.4 Metode Analisis 

3.4.1 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah  

Pemerintah daerah mampu mencapai tingkat pendapatan daerah yang 

direncanakan dan ditargetkan merupakan definisi efektivitas pendapatan asli 

daerah. Efisiensi pendapatan asli daerah merupakan ukuran kapasitas pemerintah 

untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan, dan administrasi. Pengukuran 

rasio efektivitas dengan membandingkannya dengan pendapatan daerah secara 

keseluruhan dan target pendapatan asli daerah. Kinerja keuangan daerah yang baik 

merupakan indikasi tingkat efektivitas yang tinggi.(Harahap, 2024) 

Rumus : 
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 Rasio Efektivitas 

PAD 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah 
x100% 

Targert Penerimaan PAD 

 

Tabel 3. 1 Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

 

 

 

 

Sumber : Kemendagri Tahun 1996 

3.4.2 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah 

Rasio efesiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara 

besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi 

pendapatan yang diterima.Pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan 

pendapatan dikategorikan efisien apabila yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 

100 persen. Semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin 

baik. Rasio efisiensi dapat dihitung mennggunakan rumus (Harahap, 2024). 

Rumus : 

 Rasio Efisiensi PAD 
Biaya Perolehan PAD 

x100% 
Realisasi Penerimaan PAD 

 

Tabel 3. 2 Kriteria Efisiensi Pendapatan Asli Daerah 

Rentang Rasio Kategori Efisiensi 

< 20% Sangat Efisien 

20% - 30% Efisien 

30% - 40% Cukup Efisien 

40% - 60% Kurang Efisien 

> 60% Tidak Efisien 

Sumber : Kemendagri Tahun 1996 

3.4.3 Rasio Kemandirian Keuangan 

Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan 

yang di perlukan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan 

daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian 

Rentang Rasio Kategori Evektivitas 

< 60% Tidak Efektif 

60% - 79% Kurang Efektif 

80% - 89% Cukup Efektif 

90% - 99% Efektif 

> 100% Sangat Efektif 
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menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak 

eksterrn, terutama pemerintah pusat atau provinsi semakin rendah dan demikian 

pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka 

semakin tinggi pasrtisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah 

yang merupakan komponen utama PAD (Harahap, 2024). 

Rumus : 

 

Tabel 3. 3 Kriteria Rasio Kemandirian 

Rentang Rasio Kategori Kemandirian 

0% - 25% Tidak Mandiri 

25% - 50% Kurang mandiri 

50% - 75% Cukup Mandiri 

75% - 100% Mandiri 

> 100% Sangat Mandiri 

Sumber : Kemendagri Tahun 1996 

3.4.4 Rasio ketergantungan keuangan Daerah 

Rasio ketergantungan keuangan daerah digunakan sebagai cara menilai 

seberapa besar ketergantungan keuangan suatu daerah terhadap pendapatan dari 

eksternal, terutama dari pendapatan transfer. Perhitungan rasio keuangan bertujuan 

untuk menentukan seberapa besar ketergantungan pemerintahan daerah terhadap 

dana pertimbangan yang disediakan oleh pemerintah pusat atau provinsi. Menurut 

peraturan pemerintah No. 55 tahun 2005, dana pertimbangan merupakan dana yang 

diberikan kepada daerah yang berguna untuk memenuhi kebutuhan mereka selama 

pelaksanaan desentralisasi dari pendapatan yang diperoleh (Harahap, 2024). 

Rumus : 

 Rasio ketergantungan 

Keuangan Daerah 

Pendapatan Asli Daerah 
x100% 

Realisasi Penerimaan PAD 

 

 Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah 

Pendapatan Asli Daerah 
x100% 

Transfer Pusat 
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Tabel 3. 4 Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah 

 

 

 

 

Sumber : Kemendagri Tahun 1996 

3.4.5 Kinerja Keuangan Daerah  

Perekonomian daerah merupakan barometer yang baik untuk menilai 

keberhasilan suatu program pemerintah. Sumardjo dalam Karno (2021) 

menegaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil akhir dari 

suatu program atau kegiatan yang sedang atau telah selesai dilaksanakan secara 

terukur dan berkaitan dengan pemanfaatan anggaran daerah. Penilaian keberhasilan 

pelayanan publik merupakan salah satu tolok ukur kinerja daerah. Dalam teori 

sinyal, pemerintah bertindak sebagai pemilik informasi mengenai kinerja keuangan 

daerah. Pemerintah dapat menyampaikan informasi keuangan daerah melalui 

berbagai cara, salah satunya laporan keuangan. Informasi fiskal dalam bentuk 

laporan keuangan yang transparan dan berkualitas menunjukkan sinyal positif 

untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan daerah. 

Kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah daerah dapat mendorong masyarakat 

untuk mendukung program dan kebijakan pemerintah daerah. Sebaliknya, sinyal 

negatif ditunjukkan melalui penyampaian informasi laporan keuangan daerah yang 

tidak transparan danmengurangi kepercayaan terhadap kinerja keuangan daerah. 

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan daerah 

mengakibatkan masyarakat kurang berpartisipasi dalam mendukung program dan 

kebijakan pemerintah daerah. 

(Khoiriyyah & Alliyah, 2025) menyatakan bahwa salah satu pendekatan 

untuk menilai kinerja ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat seberapa baik 

layanan publiknya berjalan. Rasio efisiensi merupakan metrik yang berguna untuk 

membandingkan realisasi pendapatan daerah dengan realisasi pengeluaran. Berikut 

ini adalah cara penilaian kinerja fiskal pemerintah daerah. 

 

 

Rentang Rasio Kategori Ketergantungan 

< 25% Sangat Rendah 

25% - 50% Rendah 

50% - 75% Sedang 

75% - 100% Tinggi 

>100% Sangat Tinggi 
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Rumus : 

 Rasio Kinerja 

Keuangan Daerah 

Realisasi Pengeluaran 
x100% 

Realisasi Penerimaan  
 

Tabel 3. 5 Kriteria Kinerja Keuangan Daerah 

Rentang Rasio Kinerja Keuangan 

< 10% Kurang Efisien 

10% - <20% Cukup Efisien 

> 20% Sangat Efisien 

Sumber : Kemendagri Tahun 1996 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil BKAD Kabupaten Sleman 

4.1.1 Sejarah Instansi 

Sebelum pelaksanaan Otonomi Daerah pada tahun 1999, Pengelolaan 

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dilaksanakan oleh Bagian 

Keuangan. Adapun pengelolaan Aset Daerah dilakukan oleh Bagian Perlengkapan, 

sedangkan instansi yang melakukan Pengelolaan Pendapatan yaitu Dipenda. 

Selanjutnya pada tahun 1999 setelah Pemerintah Pusat mencanangkan pelaksanaan 

Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan penataan dalam berbagai 

bidang termasuk penataan kelembagaan untuk disesuaikan dengan peraturan yang 

berlaku dan sesuai dengan kebutuhan Daerah. 

Sebagai tindak lanjut Otonomi Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten 

Sleman membentuk instansi Pengelola Keuangan Daerah dengan Nomenklatur 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman. 

BPKKD ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2000 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000. BPKKD ini merupakan penggabungan 

dari Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan, dan Dipenda. 

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan Otonomi Daerah, dengan 

memperhatikan kebutuhan, potensi, cakupan tugas, jumlah, dan kepadatan 

penduduk, kemampuan keuangan, serta sarana dan prasarana daerah, ditambah 

dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah 

provinsi, pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan menjadi 

dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah, Peraturan 

Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang organisasi perangkat 

daerah kabupaten sleman sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sleman Nomor 12 Tahun 2003 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus diganti, maka 

kebijakan baru diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
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Organisasi Perangkat Daerah. Adanya Peraturan Daerah tersebut mengakibatkan 

adanya perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah menjadi 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah. 

Pemerintah Pusat semakin memberikan keleluasaan kewenangan dalam 

pengelolaan keuangan daerah termasuk adanya pendelegasian penarikan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB- P2). Adanya penyerahan 

kewenangan tersebut menjadikan Pemerintah Kabupaten Sleman membuat 

kebijakan baru dengan membentuk dinas baru yang dikhususkan untuk mengelola 

pendapatan dengan tujuan agar pengelolaan pendapatan semakin efektif dan efisien. 

Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Perubahan tersebut 

menandai lahirnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) 

Kabupaten Sleman dan Dipenda Kabupaten Sleman yang kelembagaannya berakhir 

sampai akhir tahun 2016. 

Selanjutnya tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan Perda 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Pemerintah Kabupaten Sleman. Adanya Perda tersebut terbentuklah BKAD yang 

merupakan penggabungan antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPKAD) dan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda).Kelembagaan BKAD mulai 

resmi beroperasional pada awal Januari 2017 dengan dilantiknya pejabat struktural 

dan penyampaian SK Bupati terhadap pegawai BKAD. 

4.1.2 Visi dan Misi 

1. Visi 

Terwujudnya Sleman sebagai rumah bersama yang cerdas, sejahtera, berdaya 

saing, menghargai perbedaan dan memiliki jiwa gotong royong. 

2.  Misi 

Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik dengan dukungan teknologi 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 
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4.1.3 Struktur Organisasi BKAD Sleman 

Struktur Organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian 

maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 
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Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Sleman 

Sumber : Badan keuangan dan Aset Daerah 
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4.1.4 Deskripsi Tugas 

Berikut ini adalah tugas dan fungsi dari masing masing bagian 

1. Kepala Badan 

Tugas dan fungsi kepala badan adalah: 

a) Bupati diberikan bantuan dalam melaksanakan fungsi penunjang 

keuangan. 

b) Penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah. 

c) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan fungsi penunjang keuangan. 

d) Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian fungsi penunjang 

keuangan. 

e) evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang keuangan. 

2. Sekretariat 

Tugas dan fungsi Sekretariat adalah: 

a) Pelaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, 

urusan perencanaan dan evaluasi, serta kordinasikan pelaksanaan tugas 

satuan organisasi. 

b) Penyusunan rencana kerja Sekretariat. 

c) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan. 

d) Pelaksanaan urusan umum. 

e) Pelaksanaan urusan kepegawaian. 

3. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan  

Tugas dan fungsi Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan adalah: 

a) Pelaksanaan, membina, dan mengendalikan pendaftaran, pendataan, dan 

penetapan pajak daerah. 

b) Penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan 

Penetapan. 

c) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, dan penetapan 

pajak daerah. 

d) Pelaksanaan pendaftaran calon wajib pajak daerah. 

e) Pelaksanaan pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi. 

4. Bidang Penagihan dan Pengembangan 

Tugas dan fungsi Bidang Penagihan dan Pengambangan adalah: 



33 
 

a) Pelaksanaan, membina dan mengendalikan penagihan pajak daerah, 

pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak 

daerah, dan pengembangan pendapatan asli daerah. 

b) Penyusunan rencana kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan. 

c) Perumusan kebijakan teknis penagihan pajak daerah, pelayanan 

keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah, dan 

pengembangan pendapatan asli daerah. 

d) Pelaksanaan penagihan pajak daerah. 

e) Pelaksanaan pengendalian penerimaan pajak daerah. 

5. Bidang Perbendaharaan 

Tugas dan fungsi Bidang Perbendaharaan adalah: 

a) Pengelolaan kas daerah, Penyusunan laporan keuangan pemerintah 

daerah, Pelaksanaan verifikasi dan rekonsiliasi keuangan, pelaksanaan 

penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kaungan, Pelaksanaan 

pembayaran pengeluaran daerah. 

b) Penerbitan dokumen keuangan resmi. 

c) Pelaksanaan pengawasan penggunaan anggaran. 

d) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kas daerah. 

e) Koordinasi dengan BPK, Inspektorat, dan BPKP. 

6. Bidang Anggaran 

Tugas dan fungsi Bidang Anggaran adalah: 

a) Perencanaan dan penyusunan anggaran daerah, evaluasi dan verifikasi 

anggaran, pengendalian dan penyesuaian anggaran, monitoring dan 

pelaporan realisasi anggaran, penyusunan dokumen anggaran. 

b) Pelaksanaan verifikasi dan koreksi terhadap RKA OPD. 

c) Pengendalian atas alokasi anggaran. 

d) Koordinasi penyusunan APBD dengan OPD terkait. 

e) Pemberian rekomendasi terkait kebijakan anggaran. 

7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

Tugas dan fungsi bidang akuntansi dan pelaporan adalah: 

a) Penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah, Pelaksanaan 

pencatatan dan penatausahaan transaksi keuangan, Penyusunan laporan 
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keuangan pemerintah daerah (LKPD), Pelaksaan konsolidasi laporan 

keuangan seluruh OPD/SKPD. 

b) Akses data transaksi keuangan data seluruh OPD/SKPD. 

c) Penetapan kebijakan teknis akuntansi daerah. 

d) Pelaksanaan verifikasi terhadap laporan keuangan OPD. 

e) Pemberian rekomendasi teknis akuntansi pada OPD. 

8. Bidang Aset 

Tugas dan fungsi Bidang Aset adalah: 

a) Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi dan penilaian 

aset, penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD), pengamanan 

dan pengawasan aset daerah. 

b) Mengakses dan mengelola seluruh data aset OPD. 

c) Menetapkan status pengunan dan pengawasan aset yang dikuasai OPD. 

d) Kerjasama dengan intensi teknis. 

e) Pemberian rekomendasi kebijakan pengelolaan aset daerah. 

9. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah 

Tugas dan fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah adalah: 

a) Pelaksanaan kegiatan fungsional bidang keuangan, Pelaksanaan 

operasionalisasi sistem informasi keuangan daerah secara teknis, 

pelaksanaan kegiatan teknis dibidang pengelolaan aset. 

b) Akses dan pengelolaan data teknis yang relevan. 

c) Pelaksanaan koordinasi teknis dengan OPD terkait. 

4.2 Hasil Analisis Rasio 

4.2.1 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

Tabel 4. 1 Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah 

Kabupaten Sleman 

Tahun Realisasi PAD 

Target Penerimaan 

PAD 

Rasio 

efektivitas 
Kriteria 

2020 788.246.742.427,73 676.743.940.021,93 116,48% Sangat efektif 

2021 803.679.358.719,08 770.675.023.451,00 95,89% Efektif 

2022 1.061.064.803.656,40 1.031.150.840.396,00 97,18% Efektif 

2023 1.130.157.860.240,59 1.088.934.414.744,00 96,35% Efektif 

2024 1.184.122.706.289,95 1.199.635.489.534,00 101,31% Sangat efektif 

 Rata-Rata 101,44% Sangat efektif 
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Tabel 4.1 menunjukkan data mengenai rasio efektivitas pendapatan asli 

daerah selama lima tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Data yang 

disajikan mencakup tiga komponen utama, yaitu realisasi pendapatan asli daerah, 

target penerimaan pendapatan asli daerah, dan rasio efektivitas. Pada tahun 2020, 

rasio efektivitas PAD tercatat sebesar 116,48%, yang berarti bahwa pendapatan 

yang berhasil dikumpulkan melebihi target sebesar 16,48%, ini menunjukkan 

kinerja yang sangat baik dalam mengelola dan memaksimalkan sumber pendapatan 

asli daerah pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2021 terjadi sedikit penurunan 

di mana efektivitas hanya mencapai 95,89%, yang artinya target tidak sepenuhnya 

tercapai meskipun realisasinya masih cukup besar. Tahun 2022, kinerja kembali 

membaik dengan rasio efektivitas sebesar 97,18%, yang menunjukkan realisasi 

hampir mendekati target. Tren yang serupa dengan efektivitas sebesar 96,35% di 

tahun 2023, menandakan bahwa meskipun belum sepenuhnya mencapai target, 

upaya pencapaian pendapatan asli daerah tetap tinggi. Tahun 2024 mencatatkan 

efektivitas sebesar 101,31%, yang berarti realisasi sedikit lebih tinggi dari target. 

Rata-rata efektivitas dari data selama lima tahun tersebut, mencapai 101,44%. 

Menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pemerintah daerah berhasil mengelola 

dengan cukup efektif. Kemampuan untuk secara konsisten mendekati atau bahkan 

melampaui target merupakan indikator positif terhadap kinerja keuangan daerah. 

Efektivitas PAD yang tinggi juga mencerminkan perencanaan anggaran yang 

realistis serta pengelolaan pendapatan yang baik. Walaupun terdapat fluktuasi 

dalam pencapaian dari tahun ke tahun, tren efektivitas PAD cenderung stabil di atas 

angka 95%. Dapat diartikan bahwa sumber-sumber tersebut telah dioptimalkan 

secara berkelanjutan. 

4.2.2 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah 

Tabel 4. 2 Perhitungan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah 

Kabupaten Sleman 

Tahun 

Biaya Perolehan 

PAD 

Realisasi penerimaan 

PAD 

Rasio 

efisiensi 
Kriteria 

2020 371.664.150.741,78 788.246.742.427,73 47,15% Kurang Efisien 

2021 366.449.812.168,92 803.679.358.719,08 45,60% Kurang Efisien 

2022 320.529.298.263,96 1.061.064.803.656,40 30,21% Cukup Efisien 
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2023 261.035.326.571,05 1.130.157.860.240,59 23,10% Efisien 

2024 202.842.509.861,75 1.184.122.706.289,95 17,13% Sangat Efisien 

 Rata-Rata 32,64% Cukup Efisien 

 

Tabel 4.2 menggambarkan perkembangan rasio efisiensi Pendapatan Asli 

Daerah dari tahun 2020 hingga tahun 2024, dengan menyertakan data mengenai 

biaya perolehan PAD, realisasi penerimaan PAD, rasio efisiensi, serta kriteria 

penilaiannya. Rasio efisiensi diukur dengan membandingkan antara biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh PAD dengan jumlah yang berhasil dikumpulkan. 

Semakin rendah rasio efisiensi, maka semakin efisien kinerja pengelolaan PAD 

suatu daerah. Pada tahun 2020, biaya perolehan mencapai Rp371,66 triliun dan 

realisasi penerimaan sebesar Rp788,25 triliun, menghasilkan rasio efisiensi sebesar 

47,15% yang masuk dalam kategori kurang efisien. Tahun berikutnya, yaitu 2021 

meskipun realisasi PAD meningkat menjadi Rp803,68 triliun, rasio efisiensi sedikit 

membaik menjadi 45,60%, namun masih berada pada kategori kurang efisien. 

Tahun 2022 menunjukkan perbaikan kinerja yang cukup signifikan dengan rasio 

efisiensi turun menjadi 30,21%, dikategorikan sebagai cukup efisien. Perbaikan ini 

berlanjut pada tahun 2023, di mana rasio efisiensi menurun menjadi 23,10%, yang 

masuk dalam kategori Efisien, mencerminkan bahwa daerah semakin cermat dalam 

mengelola biaya pengumpulan PAD. Peningkatan efisiensi yang paling menonjol 

terjadi pada tahun 2024, ketika rasio efisiensi turun drastis menjadi 17,13%, yang 

diklasifikasikan sebagai sangat efisien, dengan biaya perolehan PAD sebesar 

Rp202,84 triliun dan penerimaan PAD sebesar Rp1.184,12 triliun. Rata-rata rasio 

efisiensi selama lima tahun adalah 32,64%, yang menunjukkan bahwa secara umum 

kinerja efisiensi masih berada di bawah ideal. 

4.2.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Tabel 4. 3 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah 

Kabupaten Sleman 

Tahun 
Pendapatan Asli 

Daerah 

Dana Transfer + 

Provinsi + Pinjaman 

Rasio 

Kemandirian 

Keuangan 

Daerah 

Kriteria 

2020 788.246.742.427,73 1.617.144.005.540,00 48,74% Rendah 

2021 803.679.358.719,08 1.968.377.573.366,50 40,83% Rendah 
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2022 1.061.064.803.656,40 1.938.607.492.467,44 54,73% Sedang 

2023 1.130.157.860.240,59 1.943.930.482.278,88 58,14% Sedang 

2024 1.184.122.706.289,95 2.045.593.097.714,77 57,89% Sedang 

 Rata-Rata 52,07% Sedang 

 

Tabel 4.3 menyajikan data mengenai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

selama lima tahun. Tahun 2020 hingga 2024 yang terdiri atas beberapa komponen 

yaitu Pendapatan asli daerah, dana transfer (termasuk provinsi dan pinjaman), rasio 

kemandirian keuangan daerah, serta kriteria tingkat kemandirian. Semakin tinggi 

rasio ini, maka semakin mandiri keuangan suatu daerah, karena dapat membiayai 

belanja dan kegiatan daerah dari sumber pendapatan sendiri. Pada tahun 2020, rasio 

kemandirian daerah sebesar 48,74%, yang tergolong rendah, dengan PAD sebesar 

Rp788,25 triliun dan dana transfer mencapai Rp1.617,14 triliun. Tahun 2021 

mengalami penurunan, di mana rasio kemandirian menjadi 40,83%, juga masih 

dalam kategori rendah, meskipun PAD sedikit meningkat menjadi Rp803,67 triliun. 

Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan rasio mencapai 54,73%, 

menunjukkan bahwa daerah mulai memasuki tingkat kemandirian sedang, karena 

PAD naik menjadi Rp1.061 triliun dan dana transfer tetap tinggi. Tren positif ini 

berlanjut ke tahun 2023, ketika rasio kemandirian meningkat menjadi 58,14%, 

menandakan bahwa kemampuan daerah untuk membiayai dirinya sendiri semakin 

membaik. Pada tahun 2024, rasio kemandirian mencapai titik tertinggi dalam 

periode lima tahun yaitu 57,89%, meskipun dana transfer juga berada pada angka 

tertinggi yaitu Rp2.045,59 triliun. Rata-rata rasio kemandirian daerah selama lima 

tahun tersebut adalah 52,07%, yang menunjukkan bahwa daerah masih tergolong 

dalam kategori kemandirian sedang. Artinya, secara umum pemerintah daerah 

masih setengah bergantung pada dana dari luar, namun telah menunjukkan 

kemajuan dalam mengembangkan sumber-sumber PAD. 

4.2.4 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 

Tabel 4. 4 Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah 

Kabupaten Sleman 

Tahun Pendapatan Transfer 

Total Penerimaan 

Daerah 

Rasio 

Ketergantungan 

Keuangan 

Daerah 

Kriteria 
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Tabel 4.4 menyajikan data Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah selama 

lima tahun, mulai dari tahun 2020 hingga 2024. Memperlihatkan nilai pendapatan 

transfer, total penerimaan daerah, rasio ketergantungan, dan kriteria penilaiannya. 

Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi pula ketergantungan keuangan 

daerah tersebut terhadap pemerintah pusat, dan sebaliknya. Pada tahun 2020, rasio 

ketergantungan tercatat sebesar 40,57% dari total penerimaan sebesar Rp398,58 

triliun, yang berarti daerah tersebut belum tergolong bergantung secara keuangan. 

Pada tahun 2021, rasio naik menjadi 51,73%, meskipun masih masuk dalam 

kategori tidak bergantung menurut kriteria klasifikasi. Tahun 2022 menunjukkan 

peningkatan kinerja fiskal daerah, dengan rasio ketergantungan sebesar 43,52% dari 

total penerimaan sebesar Rp445,47 triliun, yang menandakan bahwa kontribusi 

PAD terhadap total penerimaan semakin membaik. Namun, pada tahun 2023 terjadi 

lonjakan rasio menjadi 67,96%, mendekati ambang batas yang menunjukkan 

ketergantungan tinggi, walaupun masih dikategorikan tidak bergantung. 

Peningkatan drastis terjadi pada tahun 2024, ketika rasio mencapai 88,19%, yang 

dalam tabel diklasifikasikan sebagai sangat tergantung, menunjukkan bahwa 

hampir seluruh penerimaan daerah berasal dari dana transfer pusat. Jika ditelusuri, 

total penerimaan daerah tahun 2024 tercatat sangat rendah, yakni hanya Rp231,94 

triliun, sedangkan pendapatan transfer mencapai lebih dari Rp2.045 triliun. Hal ini 

menyebabkan ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat meningkat secara 

signifikan. Rata-rata rasio ketergantungan selama lima tahun tersebut adalah 

58,39%, yang masih masuk kategori tidak bergantung secara keseluruhan, namun 

mendekati ambang yang mengarah pada ketergantungan sedang. Data ini 

memperlihatkan bahwa meskipun dalam beberapa tahun awal daerah masih mampu 

mengandalkan pendapatan asli daerah atau sumber-sumber pendapatan sendiri, 

namun dalam dua tahun terakhir terjadi penurunan kemandirian fiskal yang cukup 

drastis khususnya tahun 2024. 

2020 1.617.144.005.540,00 398.584.982.878,78 40,57% Sedang 

2021 1.968.377.573.366,50 380.545.812.168,92 51,73% Sedang 

2022 1.938.607.492.467,44 445.465.298.263,96 43,52% Sedang 

2023 1.943.930.482.278,88 286.035.326.571,05 67,96% Tinggi 

2024 2.045.593.097.714,77 231.942.509.861,75 88,19% Sangat Tinggi 

 Rata-Rata 58,39% Tinggi 
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4.2.5 Rasio Kinerja Keuangan Daerah 

Tabel 4. 5 Perhitungan Rasio Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten 

Sleman 

 

Tabel 4.5 menyajikan data tentang kinerja keuangan daerah dari tahun 2020 

hingga tahun 2024, dengan fokus pada realisasi pengeluaran, realisasi penerimaan, 

rasio kinerja keuangan daerah, dan kriteria efisiensinya. Pada tahun 2020 realisasi 

pengeluaran daerah sebesar Rp26.920.832.137,00, sedangkan realisasi 

penerimaannya jauh lebih tinggi, yaitu sebesar Rp398.584.982.878,78, namun rasio 

kinerja keuangannya hanya sebesar 6,75%, yang dikategorikan sebagai kurang 

efisien. Pada tahun 2021 realisasi pengeluaran turun menjadi Rp14.096.000.000,00, 

dengan penerimaan sebesar Rp380.545.812.168,92, namun rasio efisiensinya justru 

lebih rendah, yaitu 3,70%, tetap dalam kategori kurang efisien. Berbeda dengan dua 

tahun sebelumnya, tahun 2022 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan 

pengeluaran sebesar Rp124.936.000.000,00 dan penerimaan 

Rp445.465.298.263,96, menghasilkan rasio efisiensi tertinggi sebesar 28,05% yang 

termasuk dalam kategori sangat efisien”. Namun, pada tahun 2023, kembali terjadi 

penurunan efisiensi, dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp25.000.000.000,00 

dan penerimaan sebesar Rp286.035.326.571,05, rasio efisiensinya hanya mencapai 

8,74% dan termasuk dalam kategori kurang efisien. Pada tahun 2024, kinerja 

keuangan membaik dengan pengeluaran Rp29.100.000.000,00 dan penerimaan 

Rp231.942.509.861,75, menghasilkan rasio efisiensi sebesar 12,55% yang 

dikategorikan cukup efisien. Jika dilihat secara keseluruhan, rata-rata rasio kinerja 

keuangan daerah selama lima tahun ini adalah sebesar 11,96%, yang masuk dalam 

kriteria cukup efisien. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi 

Tahun 

Realisasi 

Pengeluaran 

Realisasi 

Penerimaan 

Rasio Kinerja 

Keuangan 

Daerah 

Kriteria 

2020 26.920.832.137,00 398.584.982.878,78 6,75% Kurang Efisien 

2021 14.096.000.000,00 380.545.812.168,92 3,70% Kurang Efisien 

2022 124.936.000.000,00 445.465.298.263,96 28,05% Sangat Efisien 

2023 25.000.000.000,00 286.035.326.571,05 8,74% Kurang Efisien 

2024 29.100.000.000,00 231.942.509.861,75 12,55% Cukup Efisien 

 Rata-Rata 11,96% Cukup Efisien 
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yang cukup tajam antar tahun, daerah mampu mencapai tingkat efisiensi yang 

lumayan dalam jangka waktu lima tahun. Pencapaian tertinggi dalam efisiensi 

terjadi pada tahun 2022, yang menjadi satu-satunya tahun dengan kategori sangat 

efisien, sedangkan pencapaian terendah terjadi pada tahun 2021. Terlihat bahwa 

tidak selalu tingginya penerimaan menghasilkan efisiensi tinggi, karena efisiensi 

lebih ditentukan oleh seberapa baik daerah menggunakan pengeluarannya terhadap 

total penerimaan. Tahun 2021 adalah tahun dengan pengeluaran paling rendah 

namun efisiensinya juga paling buruk, yang bisa menunjukkan kurang optimalnya 

pengelolaan anggaran. Tahun 2024 menampilkan perbaikan yang signifikan 

dibandingkan dua tahun sebelumnya, dan menjadi indikator bahwa daerah mulai 

menunjukkan pengelolaan keuangan yang lebih seimbang. Rasio efisiensi yang 

mendekati 12% di tahun 2024 mencerminkan arah kebijakan fiskal yang lebih 

terencana. 

4.3 Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penagihan 

4.3.1 Kendala utama yang dihadapi dalam optimalisasi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan pengelolaan dana transfer di Kabupaten Sleman 

1) Ketidakpatuhan wajib pajak 

Salah satu kendala utama dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah 

di Kabupaten Sleman adalah masih adanya wajib pajak yang tidak patuh atau 

bahkan belum memiliki kesadaran akan kewajiban membayar pajak daerah. 

Kondisi ini sering kali disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat 

mengenai manfaat pajak bagi pembangunan daerah, sehingga mereka 

memandang pajak hanya sebagai beban tanpa melihat kontribusinya terhadap 

fasilitas umum, infrastruktur, dan pelayanan publik. Beberapa wajib pajak 

juga menganggap pembayaran pajak bukanlah prioritas, terutama jika 

penghasilan mereka tidak menentu atau berada pada tingkat ekonomi 

menengah ke bawah. Masalah ini semakin kompleks karena masih ada pelaku 

usaha yang beroperasi tanpa izin resmi atau memanipulasi pajak, sehingga 

potensi pajak daerah tidak tercatat secara optimal. Faktor lain yang 

memperburuk situasi adalah adanya persepsi negatif terhadap pengelolaan 

pajak di mana sebagian masyarakat masih meragukan transparansi dan 

akuntabilitas pemerintah daerah. Dalam beberapa kasus, ketidakpatuhan juga 
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muncul akibat minimnya sanksi tegas bagi pelanggar. Informasi tentang 

peraturan pajak daerah sering kali tidak tersosialisasikan secara luas, terutama 

di wilayah pedesaan atau pelosok. Hal ini menyebabkan sebagian wajib pajak 

tidak mengetahui jenis pajak yang berlaku, besaran tarif, maupun prosedur 

pembayarannya. Proses administrasi yang rumit membuat masyarakat enggan 

untuk taat membayar pajak dan menjadi hambatan serius yang berdampak 

langsung pada rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah. Pemerintah 

daerah perlu melakukan langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan, 

mulai dari edukasi pajak, hingga penegakan hukum yang konsisten. Apabila 

kesadaran pajak dapat ditingkatkan, maka potensi penerimaan pendapat asli 

daerah dari sektor pajak daerah akan jauh lebih optimal. 

2) Keterbatasan jumlah pengawas lapangan 

Penghambat optimalisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman 

yaitu keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas lapangan yang bertugas 

dalam pengawasan, pendataan, dan penagihan pajak maupun retribusi daerah. 

Jumlah petugas yang terbatas membuat cakupan wilayah pengawasan 

menjadi tidak merata, sehingga ada potensi wajib pajak atau objek pajak yang 

luput dari pendataan. Kondisi ini semakin memperparah ketika jumlah wajib 

pajak terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan aktivitas usaha di 

wilayah Sleman. Sedangkan jumlah petugas tidak bertambah secara 

signifikan. Keterbatasan ini juga berpengaruh pada efektivitas penagihan 

pajak terutama terhadap wajib pajak yang menunggak atau sulit ditemui. 

Proses pengawasan menjadi kurang intensif, sehingga potensi pelanggaran 

tidak terdeteksi sejak awal. Di sisi lain, kapasitas petugas juga berpengaruh 

terhadap kualitas data yang dikumpulkan, di mana minimnya pelatihan teknis 

atau teknologi pendukung membuat proses pendataan sering kali tidak akurat 

dan memerlukan pembaruan manual yang memakan waktu lama. Akibatnya, 

pelayanan kepada wajib pajak menjadi kurang optimal dan proses penegakan 

aturan pajak tidak maksimal. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat 

menurunkan efektivitas pengelolaan PAD dan mengurangi tingkat kepatuhan 

wajib pajak. Untuk mengatasi hal ini diperlukan penambahan sumber daya 

manusia yang memadai, peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan, 
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serta pemanfaatan teknologi. Langkah ini akan mempercepat proses 

pengawasan, memperbaiki akurasi data, dan meningkatkan penerimaan pajak 

daerah secara keseluruhan. 

3) Rendahnya kesadaran membayar pajak/retribusi tepat waktu 

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak atau 

retribusi tepat waktu menjadi salah satu tantangan yang cukup signifikan 

dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman. Banyak 

wajib pajak yang menunda pembayaran hingga jatuh tempo atau bahkan 

setelah melewati batas waktu, pada akhirnya menyebabkan penumpukan 

tunggakan. Salah satu faktornya mulai dari kebiasaan masyarakat yang tidak 

memprioritaskan kewajiban pajak, kurangnya pengetahuan tentang jadwal 

pembayaran, hingga kondisi keuangan yang tidak stabil. Sebagian 

masyarakat menganggap bahwa keterlambatan membayar pajak tidak akan 

berdampak langsung pada mereka, sehingga denda atau sanksi administratif 

sering kali diabaikan. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi dan 

pengingat dari pihak pemerintah daerah, baik melalui media fisik maupun 

digital. Pembayaran pajak tepat waktu sangat penting untuk menjaga arus kas 

pemerintah daerah agar program pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal. 

Keterlambatan pembayaran juga mempersulit proses perencanaan anggaran 

karena pemerintah daerah tidak dapat memprediksi secara tepat jumlah 

penerimaan pada periode tertentu. 

4) Resistensi pajak 

Resistensi Pajak atau penolakan yang dilakukan oleh para wajib pajak 

terhadap pajak menjadi penghalang dalam pengumpulan pajak, baik yang 

disebabkan oleh situasi negara dan masyarakat, maupun oleh tindakan wajib 

pajak yang sadar atau tidak sengaja membuat sulit penerimaan pajak sebagai 

salah satu sumber pendapatan negara. Penyesuaian tarif biasanya dilakukan 

untuk mengikuti perkembangan inflasi, kenaikan biaya operasional 

pelayanan publik, atau untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Namun, bagi sebagian masyarakat dan pelaku usaha, 

kenaikan tarif ini dianggap memberatkan, terutama ketika kondisi ekonomi 

sedang tidak stabil. Akibatnya, muncul gelombang penolakan yang dapat 
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memengaruhi tingkat kepatuhan membayar pajak. kurangnya pemahaman 

masyarakat mengenai dasar penetapan tarif dan manfaat yang akan diperoleh 

dari kenaikan tersebut. Dampaknya, penerimaan pendapatan asli daerah tidak 

meningkat sesuai target meskipun tarif telah disesuaikan. Resistensi ini juga 

dapat memicu praktik penghindaran pajak, di mana sebagian wajib pajak 

mencari celah hukum atau mengurangi pelaporan omzet agar beban pajak 

lebih ringan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu 

mengedepankan transparansi, menjelaskan secara rinci alasan penyesuaian 

tarif, dan menunjukkan bukti nyata pemanfaatan dana pajak untuk 

kepentingan publik. Selain itu, mekanisme penyesuaian tarif sebaiknya 

dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan guncangan yang besar 

bagi masyarakat dan dunia usaha. 

4.3.2 Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah dan efektivitas dana transfer ke 

depan 

1) Optimalisasi pajak dan retribusi daerah 

Pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah dengan cara mengoptimalkan potensi pajak dan 

retribusi yang ada. Hal ini dapat dilakukan melalui pemetaan menyeluruh 

terhadap seluruh objek pajak dan retribusi termasuk yang belum terlaksana 

secara maksimal. Pendekatan ini tidak hanya mencakup sektor usaha formal, 

tetapi juga sektor informal yang memiliki kontribusi signifikan terhadap 

perekonomian daerah. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi digital, 

seperti sistem informasi pajak berbasis daring, untuk memudahkan pendataan 

dan pengelolaan data secara real-time. Selain itu, harmonisasi peraturan 

daerah dengan ketentuan pusat dapat menciptakan kepastian hukum, sehingga 

menarik minat pelaku usaha untuk patuh membayar pajak. Penyusunan 

kebijakan yang memberikan kemudahan pembayaran, seperti cicilan pajak 

atau metode pembayaran elektronik yang dapat meningkatkan kepatuhan. 

Sosialisasi yang efektif dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat tentang 

manfaat pajak akan mendorong kesadaran kolektif. Potensi pajak seperti 

Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
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dapat dimaksimalkan jika diiringi dengan pengawasan yang ketat sehingga 

pemetaan potensi yang akurat dan strategi yang tepat serta kontribusi pajak 

dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah dapat meningkat secara 

signifikan dan berkelanjutan. 

2) Intensifikasi penagihan tunggakan pajak dengan pendekatan persuasive 

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan 

asli daerah yaitu dengan melakukan intensifikasi penagihan tunggakan pajak 

melalui pendekatan persuasif. Pemerintah daerah dapat mengidentifikasi 

wajib pajak yang memiliki tunggakan, kemudian menyusun strategi 

komunikasi yang ramah namun tegas untuk mendorong mereka melunasi 

kewajibannya. Pendekatan persuasif ini lebih mengutamakan komunikasi 

antara wajib pajak dengan karyawan BKAD Sleman dari bidang penagihan. 

Misalnya, pemerintah dapat menawarkan skema cicilan atau penghapusan 

sebagian denda bagi wajib pajak yang berkomitmen membayar dalam jangka 

waktu tertentu. Cara ini terbukti lebih efektif dibandingkan langsung 

menerapkan tindakan represif yang dapat menimbulkan konflik. Selain itu, 

kegiatan penagihan dapat dipadukan dengan program sosialisasi manfaat 

pajak, sehingga wajib pajak merasa lebih terdorong untuk membayar. 

Pemanfaatan teknologi seperti pengiriman surat tagihan pajak melalui 

whatsapp atau aplikasi pajak online dapat mempercepat proses penagihan. 

Intensifikasi penagihan ini tidak hanya akan menambah penerimaan 

pendapatan asli daerah secara langsung, tetapi juga meningkatkan kepatuhan 

jangka panjang. Dengan pengelolaan yang profesional dan pendekatan yang 

humanis, tunggakan pajak dapat ditekan, sementara hubungan antara 

pemerintah daerah dan masyarakat tetap terjaga dengan baik. 

3) Optimalisasi penggunaan aset daerah untuk meningkatkan retribusi 

Pemerintah daerah juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah melalui optimalisasi penggunaan aset daerah. Barang 

milik daerah meliputi tanah, gedung, pasar, terminal, dan fasilitas umum 

lainnya yang memiliki potensi tinggi tetapi belum dimanfaatkan secara 

maksimal. Pemanfaatan aset ini dapat dilakukan melalui skema kerja sama 

dengan pihak swasta, penyewaan jangka panjang, atau pengelolaan langsung 
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oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengelolaan profesional aset 

daerah dapat menjadi sumber retribusi yang stabil dan berkelanjutan. 

Pemerintah perlu melakukan inventarisasi aset secara menyeluruh, 

memastikan legalitas dan status kepemilikan, serta menentukan nilai 

ekonomisnya. Selain itu, aset yang kurang produktif menjadi fasilitas yang 

lebih modern dan sesuai kebutuhan masyarakat akan meningkatkan daya tarik 

dan nilai sewanya. Pemanfaatan aset juga bisa diarahkan untuk mendukung 

pariwisata daerah, misalnya dengan membangun ruang publik yang dikelola 

secara komersial. Penerapan sistem manajemen aset berbasis teknologi akan 

membantu memantau kondisi, penggunaan, dan potensi pengembangan aset 

secara real-time. Jika menggunakan strategi yang tepat, aset daerah tidak 

hanya menjadi beban pemeliharaan tetapi juga sumber penerimaan yang 

signifikan untuk memperkuat pendapatan asli daerah. 

4.3.3 Strategi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala serta 

meningkatkan kinerja keuangan melalui pengelolaan pendapatan asli 

daerah dan dana transfer 

1) Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah 

Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah menjadi langkah 

strategis utama yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan 

kinerja keuangan. Pemerintah juga meningkatkan koordinasi antar perangkat 

daerah untuk memastikan setiap sektor pendapatan berjalan optimal dan 

sesuai target. Upaya ini dilengkapi dengan peningkatan intensitas 

pengawasan, baik secara langsung di lapangan maupun melalui pemantauan 

data administrasi. Pemerintah daerah juga memperketat penerapan sanksi 

bagi wajib pajak yang tidak patuh, dengan tetap mengedepankan pendekatan 

persuasif agar hubungan dengan masyarakat terjaga. Selain itu, penyesuaian 

tarif pajak dan retribusi dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan 

kemampuan masyarakat, sehingga dapat diterima tanpa resistensi yang 

berlebihan. Sosialisasi kepada wajib pajak juga digencarkan untuk 

meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kontribusi mereka 

terhadap pembangunan daerah. Optimalisasi ini diharapkan tidak hanya 

meningkatkan jumlah penerimaan PAD, tetapi juga memperluas basis wajib 
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pajak. Dengan strategi yang terencana, penerimaan pajak dan retribusi dapat 

tumbuh secara konsisten dan berkelanjutan. 

2) Digitalisasi layanan pajak dan retribusi 

Digitalisasi layanan pajak dan retribusi menjadi salah satu langkah 

kunci dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan PAD. Melalui sistem 

pembayaran pajak dan retribusi berbasis online, wajib pajak dapat melakukan 

pembayaran kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke 

kantor pelayanan. Hal ini tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga 

mengurangi potensi keterlambatan dan meningkatkan akurasi data 

penerimaan. Digitalisasi juga memungkinkan pemerintah daerah memantau 

penerimaan secara real-time sehingga pengambilan keputusan dapat 

dilakukan lebih cepat dan tepat. Selain itu, integrasi sistem digital dengan data 

kependudukan, perizinan, dan perbankan memungkinkan pendataan objek 

pajak menjadi lebih akurat dan transparan. Pelayanan yang cepat dan 

transparan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak yang akan mendorong 

kepatuhan pembayaran pajak. Digitalisasi menjadi solusi jangka panjang 

dalam pengelolaan keuangan. 

3) Pelatihan petugas pemungut pajak/retribusi 

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan 

petugas pemungut pajak dan retribusi menjadi strategi penting untuk 

memperkuat kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah. Pelatihan ini 

mencakup aspek teknis seperti, pemahaman regulasi perpajakan daerah, 

teknik pendataan objek pajak, serta prosedur penagihan yang efektif. 

Pelatihan berbasis teknologi turut diberikan untuk memastikan petugas 

mampu mengoperasikan sistem digital yang digunakan dalam pemungutan 

pajak dan retribusi. Peningkatan kompetensi, petugas dapat bekerja lebih 

profesional, akurat, dan efisien dalam melaksanakan tugasnya. Program 

pelatihan juga diarahkan untuk membentuk integritas dan etika kerja yang 

tinggi, sehingga dapat mengurangi risiko praktik yang tidak sesuai aturan. 

Pemerintah daerah juga melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja petugas, 

untuk memastikan materi pelatihan benar-benar diterapkan di lapangan. 

Peningkatan kapasitas ini diharapkan mampu memperkuat hubungan antara 



47 
 

pemerintah dan masyarakat melalui pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan 

transparan. Pada akhirnya, pelatihan yang berkesinambungan akan 

berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan 

optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil anlisis penelitian menunjukan bahwa pendapatan asli daerah dan dana 

transfer pada kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Sleman yaitu kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pembiayaan daerah 

mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, rasio 

kemandirian keuangan daerah masih menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman 

berada pada kategori kemandirian sedang yang berarti masih terdapat 

ketergantungan terhadap dana transfer pusat. 

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah selama periode 2020-2024 

tergolong sangat baik dengan rata-rata lebih dari 100%, menunjukkan bahwa target 

penerimaan secara umum berhasil mencapai target bahkan dilampaui. Namun dari 

segi efisiensi menunjukkan pada awal periode efisiensi masih tergolong rendah, 

meskipun terus mengalami perbaikan hingga mencapai kategori sangat efisien pada 

tahun 2024. 

Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan kecenderungan 

peningkatan pada tahun 2024 yang mencatatkan kategori sangat tinggi. Hal ini 

menandakan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer 

dari pusat dan perlu melakukan inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan 

asli daerah. 

Realisasi pendapatan asli daerah yang meningkat namun ketergantungan 

keuangan daerah masih tinggi sehingga pengelolaan keuangan daerah perlu lebih 

diarahkan pada penguatan sumber pendapatan . Optimalisasi pemungutan pajak dan 

retribusi daerah, serta pengelolaan aset daerah yang efisien menjadi kunci untuk 

meningkatkan kemandirian fiskal di masa mendatang. 

Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penagihan, pengelolaan 

pendapatan asli daerah dan dana transfer di Kabupaten Sleman masih menghadapi 

kendala seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan jumlah serta 

kapasitas pengawas lapangan, rendahnya kesadaran membayar pajak atau retribusi 

tepat waktu, dan resistensi terhadap penyesuaian tarif pajak. Kondisi ini berdampak 
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pada kurang optimalnya realisasi pendapatan asli daerah serta menghambat 

kelancaran program pembangunan. Namun, terdapat peluang untuk meningkatkan 

kinerja keuangan melalui optimalisasi pemetaan dan pemungutan pajak/retribusi, 

intensifikasi penagihan tunggakan secara persuasif dan pemanfaatan aset daerah 

secara produktif. Dukungan teknologi digital, penyederhanaan prosedur 

pembayaran dan sosialisasi berkelanjutan menjadi kunci dalam mendorong 

kepatuhan masyarakat. Strategi yang telah dilaksanakan meliputi digitalisasi 

layanan, peningkatan kapasitas pengawas, dan optimalisasi pemungutan 

pajak/retribusi agar mampu memperkuat pengelolaan pendapatan asli daerah, 

memperluas basis penerimaan, serta mendukung keberlanjutan pembangunan 

daerah secara efektif. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam 

mempresentasikan hasil dan pelaksanaan penelitian. Keterbatasan tersebut adalah 

berikut: 

1. Rentang Waktu 

Rentang waktu data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada periode 

tahun 2020 hingga 2024. Meskipun cukup menggambarkan tren lima tahun 

terakhir, rentang waktu ini belum cukup panjang untuk menunjukkan pola atau 

dampak kebijakan jangka panjang terhadap kinerja keuangan daerah secara 

lebih komprehensif. 

2. Durasi Waktu 

Durasi waktu penelitian yang relatif singkat, yaitu kurang lebih dua bulan, 

membatasi peneliti dalam melakukan pengumpulan data lapangan yang lebih 

luas. Hal ini juga berdampak pada keterbatasan interaksi dengan narasumber 

dan kurang optimalnya eksplorasi informasi secara mendalam melalui 

wawancara atau observasi langsung. 

3. Waktu Penelitian 

Waktu pengolahan dan analisis data yang terbatas menyebabkan fokus 

penelitian lebih diarahkan pada data kuantitatif dan belum sempat 

mengintegrasikan pendekatan kualitatif. Seharusnya pendekatan tersebut dapat 
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memberikan wawasan tambahan terhadap faktor-faktor non-finansial yang 

turut memengaruhi kinerja keuangan daerah. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Sleman 

meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan teknologi 

dan perluasan basis pajak, serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer 

dengan mendorong inovasi pengelolaan aset dan pengembangan potensi ekonomi 

lokal. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan rentang waktu data yang 

lebih panjang dan menggunakan metode gabungan kuantitatif serta kualitatif. 

Penelitian dilakukan dalam waktu yang lebih memadai agar hasil analisis lebih 

mendalam dan dapat mencakup perbandingan antar daerah. 
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